BABR I

PENDAHULUARK

A. 1. Latar belakang dan Proses terbentuknya Kota Purwokerto
menjadi Kota Administrasi

Sebagal pengaruh pembangunan Kota Cilacap untuk -
di jadikan Pelabuhan Samodra dan pengembangan Industri
dan Wilayah pengembangan Jawa-Tengah bagian Selatan By
rat, mendorong Kabupaten Banyumas, khususnya Kota Pur-
wokerto menjadi Wilayah penyangga, karenanya Kota Pur-
wokerto perlu ditingkatkan statusnya.
Dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
tanggal 2-Pebruari-1978 nomor : Pemb.B.76 528 21978,dan
DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No.3 /5 /I/
DFRD /80 tangzal 10-Juni-1980 menye tujui peningkatan —=
status Kota Purwokerto menjadi Kota Administratip,

Pada tangzgal 26-Juli-1980 nomor : 2227.1%35.80 Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas mengusulkan ke-
pada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa-Tengah agar Purwokerto ditingkatkan sta
tusnya menjadi Kota Administratip. Hal ini dilakukan -
sesual dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan su-
rat-suratnya tanggal 17-Mei-1978 nomor : BKt.2 /312 --
dan tanggal 22-Nopember-1978 No. BKt.2 /& /49 perihal pe
ningkatan status Kota Purwokerto menjadi Kota Adminis
trasip.

Setelah diadakan survey oleh Team Pelaksanaan Pe-
nyusunan data untuk pengusulan Kota Purwokerto menjadi
Kota Administratip pada tahun 1979 dan kemudian disem-
purnakan oleh Team Departemen Dalam Negeri yang mengza=-
dakan survey lebih lanjut pada tahun 1980 serta dengan
pengamatan bahwa kota Purwokerto dilihat dari berbagai
aspek kehidupan berkembang dengan pesat, sehingga dima
Ba perlu adanya aparatur pemerintah yang khusus menge-
lola daerah Perkotaan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah de =-
ngan suratnya kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 26--
Maret-1982 No. 650 06413 dapat menyetujuli Pembentukan
Kota Administratip Purwokerto.
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Letak geografis Purwokerto yang menguntungkan, posi
sinya sebagal pusat Pemerintahan Wilayah Banyumas dan po
sisinya sebagai jalur perekonomian (transito) yang pen -
ting, menjadikan Purwokerto berkembang pesat dan memiliki
prospek pengembanzan dikemudian hari merupakan pertimba-
ngan Menteri Dalam Negeri untuk menyetujui Kota Purwoker
to ditinzkatkan menjadi Kota Administratip.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 36 tahun
1982 tentang Pembentukan Kota Administratip Purwokerto,
maka peresmiannya dilakukan pada tanggal 15=-Januari-1983,

2. Tata Pemerintahan.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1982 yang
dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Adminis-
tratip Purwokerto bertanggung-jawab kepada Pemerintah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Walikota Purwokerto
dengan demikian berada dibawah dan bertanggung=-jawab ke-
pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

3. Btmuktur Organisasi.
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Ro. 36 tahun 1982 me =-
nyebutkan bahwa Perincian Struktur Organisasi Pemerintah
an Kota Administratip Purwokerto ditentukan lebih lanjut
oleh Menteri Balam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan
dan kondisi serta situasi yang bersangkutan setelah men-
dapat persetujuan tertulis dari Menteri Penertiban dan =
Penyempurnaan Aparatur Negara dan yang masih da'am pro -
ses penyelesalan.

Sambil menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri ten-
tang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin -
tahan Kota Administratip yang masih dalam proses,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa®Tengah telah menem
kan personal yang menduduki jabatan struktural pada se -
kretariat, seksi pada Unit Pelaksana Tehnis dan Unit pe-
laksana Wilayah (Camat) sebagai kelanjutan dari pada

1, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah No, 061.1 /104 /1982 tanggal l4-Desember-1982 -~
tentang pola Organisasi Pem-rintah: - Pemerintah Kota
Administratip Purwokerto.

2., Nomor ; 061.1 105 71982 tanggal 1l4-Desember-1982 ten -
tang susunan Oeganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Ko
ta Administratip Purwokerto.



3, Nomor : 061.1 /7106 /71982 tanggal 14-Desember-1982 ten -
tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja --
Unit Pelaksana Kota Administratip Purwokerto.

4. Fungesedi:

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun -
1982 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Administratip Pur-
wokerto menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan Pemerin

3.

tahan dengan perkembangan kehidupan politik,ekonomi ,
sosial dan budaya perkotaan.

membina dan mengarahkan pembangunan sesual dengan per
kembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan,

mendukung dan merangsang secara timbal-balik perkem -
bangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah
pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas pada khususnya.

5. Pembagi Wila $

Kota Administratip Purwokerto berdasarkan Peraturan

Pemerintah No, 36 tahun 1982 pasal 6 dibagi menjadi 4 Ke
camatan yang meliputi :
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1. Kecamatan Purwokerto Utara, terdiri dari :

1. Kelurahan Bancarkembar
2, Desa Bobosan

3. Kelurahan Purwanegara

4, Kelurahan Sumampir

5. Kelurzhan Pabuaran

6. Kelurahan Grendeng

7. Kelurahan Karangwangkal.

2, Kecamatan Purwokerto Selatan terdiri dari

1. Kelurahan Karangklesem

2. Kelurahan Berkoh

3. Kelurahan Teluk

4. Kelurahan Karangpucung

5. Kelurahan Tanjung

6. Kelurahan Purwokerto-Kulon
7. Kelurahan Purwokerto-Kidul
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5. 5. Kecamstan Purwokerto Barat, terdiri dari

l. Kelurahan Rejasari

2. Kelurahan Kober

3. Kelurahan Bantarsoka

4. Kelurahan Pasirmuncang

5« Kelurahan Karanglewas-lor
6. Kelurahan Pasir-kidul

7. Kelurahan Kedungwuluh

5. 4., Kecamatan Purwokerto Timur, terdiri deri @

1, Kelurahan Purwokerto-¥Wetan
2. Kelurchan Arcawinangun

3. Kelurahan Mersi

4. Kelurahan Purwokerto Lor
5. Kelurahan Kranji

6. Kelurahan Sokanegara

6. 1 Keu an (s

Menterl Dalam Negeri dengan Keputusan No, XUPD,1 717/

40-143 tanggal 27-Oktober-1979 telah menetapkan Pengelola
an Keuanzan Pemerintah Kota Administratip.

Untuk menyelenggarakan kegiatan PemerintahaasKota Adminis
tratip sumber pembiayaannya diperoleh dari :

a.
b.
Ce
d.

Bantuan dari Pemda Tingkat II
Bantuan dari Pemda Tingkat I
Bantuan dari Pemerintah

Bantuan-bantuan lainnya yang didapatnya secara —
sah,

7. Keadaan Wilayah :

Kota Administratip Purwvokerto meliputi areal seluas
3.873,482 Ha.

terdiri dari : 2.138,662 Ha. tanah pekarangan, 1.734,82 -
Ha, tanah sawah. dan terletak pada ketinggian + 75 m dia-
tas cermukaan air laut, sebagian terbesar Wilayah merupa-

kan lahan pertanian yang subur dengan curah hujan rata-ra
ta 3.530 mm. atan 130 hari hujan dalam setahun,

dumlah penduduk + 180,000 jiwa dengan kepadatan pen-
duduk rata-rata & 25375 jiwa per EM2,
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Produksi pertanian di daerah pedesaan merupakan pendukung
bagl kelancaran perdagangan dan jasa di daerah perkotaan dan =
demikian sebaliknya pengaruh perkotaan sudah jauh memasuki dae

rah pedesaan, melebihi desa-desa lain yang Jauh darli Purwoker-
to.

Dibidang ekonomi terdapat fasilitas-fasilitas seperti 3

- Bank-bank Pemerintah dan swasta es.eecsscecssscses | buah
PO B Sl seas RS ba st e sty eensive (- DUAN
- PToko AANKIOB ccecescorsscseveasessscscsssces 1lodB3 Tmah
- Kendaraan angkutan pedesaan Aantar kota ess... 500 buah
- kendaraan angkutan kota secesecececocccscoscs 224 buah

Perusahaan-perusahaan yang memiliki 1jin HO. meliputi : -
103 buah di sektor Industri, 202 buah disektor Jasa dan 165 bu
ah disektor perdagangan.

Dibidang sosial terdapat fasilitas-gasilitas pendidikan -
mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggl.
Fasilitas kesehatan, berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ten-
tara, Klinik Bersalin, Dokter spesialis dan Puskesmas-Puskes--
mas.,

Fasilit.s hiburan umum berupa beberapa bioskop dan tempat bil-
yard.,

Sarana penunjang kehidupan dan penghidupan perkotaan te -
rus di bangun meliputi fasilitas jalan, jembatan, air minum, -
listrik, pos dan tedepon.

Pengembangan fisik perkotaan akan diusahakan sesual dengan
Rencana Induk Kota Purwokerto.

Azas dan tujuan 8 (delapan) jalur pemerataan.merupakan-saatu

Azas dan tujuan 8 (delapan) jalur pemerataan merupakan su-
atu langkah dan kegiatan untuk menuju tercapainya keadilan sosial
didalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Kebi
jaksanaan Pembangunan dalam Pelita III atas Landasan Trilogi --
Pembangunan yang meliputi unsur-mnsur Pemerataan, Pertumbuhan -
ekonomi dan Stabilitas Nasional,
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Program 8 (delapan) jalur pemerataan yang merupakan

penjabaran unsur Trilogi Pembangunan yang pertama terdi-
diri atas

1. Pemerataan pemehuhan kebutuhan pokok, rakyat banyak ,
sandang dan Perumahan,

2, Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pela=-
yanan kesehatan.

3. Pemerataan pembagian pemdapatan.
4, Pemerataan kesempatab kerja.

5. Pemerataan kesempatan kerja.

6., Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembanzun-
an khususnya bagi generasi muda dan Kaum Wanita.

7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air.

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
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